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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan
Zona Integritas (Z1) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus
menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi
anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan
melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang
cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk
menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat
menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan
publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan
penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi
pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk
mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi

adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah

»

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.



C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Lahat

didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

k)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara
yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasindan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi Publik:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang
Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan:
SK KMA Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang
Non Yudisial Nomor 01WKMA-NY/I/2009 tentanng Pedoman Pelayanan
Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menpan-RB  Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju VVilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah:

Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;
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p) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1230/DJU/SIQHM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan
Aplikasi Layanan Elekironik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan
Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi
(PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;

q) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan
Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan Dibawahnya.

r) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasionai Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

s) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri
Lahat melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan
penyajian hasil survei, yang mencangkup langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menetukan responden:
4. Melakukan survei;

5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

E. Teknik Survei
Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi

SISUPER dengan alamat: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id
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BAB ii

METODOLOGI

vietode Peneiitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode

deskriptif Kuantitaiif. Peneiitian deskriptii adaiah peneiitian yang dilakukan uniuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat
peroanulngdn atau mengnuuunngn oengdn vanabei yang iain ydng OlgUﬂdeﬂ
dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantiitatif bertujuan menjeiaskan fenomena yang ada dengan

menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau

iayanan di Satuan Kefja pengadiian.
teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel

o o o Tl

n, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengar

| DR PN, [ | W S—" -
perudsarkdil kepewut

5
Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang

kebetuian ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Lokasi Peneiitian Dan Unit Anaiisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutarma daiam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya ierjadi dari
obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini
yaitu Kantor Pengadiian Negeri Lahat.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang

2B AR Al cen WMol Bofl = A |_ ............................
el uaialtl nai irn audian proses pCIHUCl Idll Idyalldll U! pet Igd
b P S S N S I RS R | e vz
IERINK renguimpuian wvdida varl Wudlity LCOrwot

dikumpuikan meiaiti insirumen Kuesioner yang di isi tanpa wawancara tatap

muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga
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pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja peiugas peiaksana akan diawasi oieh pengawas (Wakii Ketua

Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana

saal berkomunikasi dengan responden, membaniu responden saat meiakukan
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pengisian survei melalui perangkat vestouch interactive android kios di ruang
PTSP Pengadilan Negeri Lahat, serta sekaligus memastikan apakah responden
benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab

terhadap hasil perhitungan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
analisis deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian
antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4
merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang
bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar
diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas
pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks
Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap
indikator.

b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian
dikonversikan ke angka 0-100.

c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4
maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

. Tahapan peiaksanaan

Pelaksanaan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Negeri
Lahat melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan
penyajian hasil survei, yang mencangkup langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menyusun Instrumen Survei;
Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
Menetukan responden;

Melakukan survei;

Mo o N

Menvyaijikan dan melaporkan hasil:



Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No | ‘ Ruang lingkup
1 Manipulasi Peraturan T

2 Penyalahgunaan Jabatan

3 Menjual Pengaruh

4 Transparansi Biaya

5 Transaksi Rahasia

6 Biaya Tambahan

7 Hadiah

8 | Transparansi Pembayaran

9 Percaloan

10} Perbuatan Curang




Tabel 2

Nilai Persepsi

Nilai Nilai Interval
Nilai Interval Mutu Kinerja
Persepsi Konversi iPK
Tidak bersih
1 1.00-1.75 25-43.75 1
dari korupsi
Kurang bersih
2 1.76 - 62.50 43.76 — 62.50 2 _ _
dari korupsi
Cukup bersih
3 251-3.25 62.51 — 81.25 3 )
dari korupsi
Bersih dari
4 3.26 —4.00 81.26 — 100.00 4
korupsi




BAB i
PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Perhitungan data survei telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi survei elektronik

(SISUPER). Berikuit adaiah data yang ieiah ierkumpui dan diunduh meiaiui apiikasi

(7))

ISUPER dengan log in sebagai admin survei Pengadilan Negeri Lahat.

A. Indeks Total

NILAIINDEKS & DETIL RESPONDEN

Indeks Total Data

JUMLAH 55 RESPONDEN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI - 34 ORANG

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PEREMPUAN - 21 ORANG

PENGADILAN NEGERI LAHAT PENDIDIKAN Tidak / Belum Sekolah 0 ORG Diploma2 - 1 0RG
NILAI INDEKS SD 0 ORG Diploma 3 10RG
0 SMP -0 ORG 1 230RG
3,97 / 99,14 /0 SMU - 30 ORG 2 00RG
Periode 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 Diploma 1:0 ORG S3.00RG c
PEKERJAAN PNS 2 ORG SWASTA 3 ORG
NI 0 ORG WIRAUSAHA -0 ORG
POLRI 8 ORG TENAGAKONTRAK -3 ORG

LAINNYA: 39 ORG

responden 55 orang, diperoleh Nilai indeks 99,14 atau masuk dalam kategori Bersih

dari Korupsi.

B. Data Umum Responde

ndeks Total | Data Umum Responden Ba ata L
show| 10 vlenwies Copy CSV Excel PDF Prnt Search
. Nama/Kode Responden Domisili UmurlJK Pendidikan/Pekerjaan u1 u2 u3 u4 us ue u7 us u9 u10 Waktu Rekam

1 Prengki SUMATERA 35 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-1PAK-31862D36D9 SELATAN Laki-laki LAINNYA

2 Lis SUMATERA 45 Tahun SMuU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-78067D263D SELATAN Perempuan LAINNYA

3 Iman SUMATERA 42 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-FITAQIFACA SELATAN Laki-laki LAINNYA c

4 Emi SUMATERA 33 Tahun S1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-AG40F 18EF 4 SELATAN Perempuan LAINNYA

5 Fajar SUMATERA 48 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-28F 1AF430E SELATAN Laki-laki LAINNYA

6 Weni SUMATERA 30 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-5D53851544 SELATAN Perempuan LAINNYA

7 Toni SUMATERA 34 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-ED152740AA SELATAN Laki-laki LAINNYA

8 Dila SUMATERA 20 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-660593E792 SELATAN Perempuan LAINNYA

9 Remon SUMATERA 34 Tahun SMU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-C80D77D994 SELATAN Laki-laki LAINNYA

10 Masda SUMATERA 34 Tahun St 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 Desember 2022
R-098984-IPAK-708641BD5B SELATAN Perempuan LAINNYA

[a)



Data umum responden memuat rekam nama/kode responden, domisili, umur,

pendidikan/ pekerjaan, penilaian masing-masing unsur, serta waktu penilaian.

1. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin
Jumiah
No Jenis Kelamin Persentase
responden
1 Laki-laki 34 62%
2 Perempuan 21 38%
Jumlah 55 100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada

penelitian ini berjenis kelamin Laki-Laki (62%).

2. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir
No Pendidikan Terakhir e Persentase
responden
1 SD 0 0%
2 SMP 0 0%
3 | SLTA 30 55%
4 DIPLOMA 1 0 0%
5 DIPLOMA 2 1 2%
6 DIPLOMA 3 1 2%
7 Sarjana Strata Satu 23 42%
8 S2 0 0%
9 |(S3 0 0%
Jumlah 55 100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada
penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA (55%).



3. Pekeriaan

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama
No Pekerjaan Utama Jumla?l Persentase
responden

1 PNS 2 4%

2 |TNI 0 0%
3 | POLRI 8 15%

4 Swasta 3 5%

5 | Wirausaha 0 0%

6 Tenaga Kontrak 3 5%
7 Lainnya 39 1%
Jumlah 5o 100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada

penelitian ini pekerjaan Lainnya (71%).

C. Data Domisili Respoden

NILAIINDEKS & DETIL RESPONDEN

Data Domisili Responden

Daerah Domisili Jumiah ( Orang )

1 SUMATERA SELATAN £

Berdasarkan hasil rekam data pada aplikasi survei elektronik SISUPER, diketahui
bahwa dari 55 orang responden, moyoritas berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Data Umur Responder

Data Umur Responden

Deskripsi Jumlah ( Orang ) % ( Persen)
18-28Th 16 29.09
29-39Th 24 4364
40-49Th 13 2364
50-59Th 2 364
60-69Th 0 0.00

Total 55



Berdasarkan hasil rekam data umur responden pada aplikasi survei elektronik
SISUPER, umur/usia responden paling banyak adalah 29 - 39 Tahun sebanyak 43,64
%.

E. Data Layanan

NILAY INDEKS & DETIL RESPONDEN

Oata UmumResponden - Do Domisfi Responden.  Data Unnus Responden | Data Layanan
Layanan Jumiah { Orang )
1 LayananPidana 1
2 LayananPerdata 2
3 Layanan Hukum / Informasi ¥

Berdasarkan hasil rekam data layanan yang diterima responden pada aplikasi survei
elektronik SISUPER, penilaian layanan paling banyak yaitu pada Layanan Kepaniteraan
Hukum sebanyak 29 Orang.

F. Nilai Per-Unsur

Satalavanan | Nilai Per Unsur

Deskripsi " 17 14 (I} U5 U u U8 09 Ut0 Keterangan
Jumizh i 19 19 19 m M il 18 1 29

NRR PerRL 3% 1% 3% 3% 395 3% 394 394 1% 3% 3965
NRR Tedtimbang 03% 0,39 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 03% 0.3% 03% 0.3% 395

PAK Unit Peleyanan 39

Berdasarkan hasil rekam data penilaian masing-masing unsur pada Survei Kepuasan
Masyarakat melalui aplikasi survei elektronik SISUPER, maka dapat diketahui nilai dari

masing masing ruang lingkup penilaian adalah sebagai berikut:



Tabei 8

Penilaian Masing-Masing Unsur penilaian

No Ruang Lingkup Rala-Rata Kategori Peringkat
Skor

1 | Manipulasi Peraturan 3,945 Bersih dari Korupsi 10
2 1 Penvalahgunaan Jabatan 3,982 Bersih dari Korupsi 1
3 | Menjual Pengaruh 3,982 Bersih dari Korupsi 2
4 | Transparansi Biaya 3,982 Bersih dari Korupsi 7
5 | Transaksi Rahasia 3,945 Bersih dari Korupsi 9
6 | Biaya Tambahan 3,964 Bersih dari Korupsi 4
7 {1 Hadiah 3,945 Bersih dari Korupsi 8
8 | Transparansi Pembayaran 3,964 Bersih dari Korupsi 5
9 | Percaioan 3,964 Bersih dari Korupsi 6
10 | Perbuatan Curang 3,982 Bersih dari Korupsi 3
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Triwulan IV Tahun 2022 yang dilakukan melalui aplikasi survei elektronik SISUPER

o

Sl

dengan 55 1

a
"Bersih dari Korupsi" (pada interval 3.26 s/d 4.00).

onden diperoien nilai indeks sebesar 99,

A. Hasil Penilaian Masing-iiasing Ruang Lingkup
Penilaian Indeks Persepsi Korupsi terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup,
analisis setanjutnya adaian

ruang lingkup tersebut.

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

Pengukuran indeks Persepsi Korupsi di Pengadiian Negeri Lahat

Rata-Rata
No Ruang Lingkun Kategori Peringkat
Skor
1 | Manipulasi Peraturan 3,945 Bersih dari Korupsi 10
2 | Penyalahgunaan Jabatan 3,982 Bersih dari Korupsi 1
Q AManininl Danmnar 2 Q09 Rarcilh Aari WaAarminei 9
J VIRt Ijual L1 | Isﬂlul! v,vu& Bl S wPEET CACANE T RWSH upa| Mo
4 | Transparansi Biaya 3,982 Bersih dari Korupsi 7
5 | Transaksi Rahasia 3,945 Bersih dari Korupsi 9
6 § Biaya Tambahan 3,964 Bersih dari Korupsi 4
7 | Hadiah 3,945 Bersih dari Korupsi 8
2 Tranenaranci Damhauvaran 2 QaA Rarcih rlarl l(nrllr\e. &5
7 oL l\)’lulul iwr e \.nlluu,ul LA v,vv—r B Wy WP EE R “F\Jl -
9 | Percaloan 3,964 Bersih dari Korupsi 6
10 | Perbuatan Curang 3,982 Bersih dari Korupsi 3
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1.

Tabel 8
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Lahat

Nilai Nilai Interval s
Nilai Interval : Mutu Kinerja
Persepsi Konversi IPK
Tidak bersih
1 1.00-1.75 25-43.75 1 , _
dari korupsi
Kurang bersih
2 1.76 — 62.50 43.76 — 62.50 2 _ _
dari korupsi
Cukup bersih
3 251-3.25 62.51 -81.25 3 . _
dari korupsi
Bersih dari
4 3.26 - 4.00 81.26 — 100.00 4 _
korupsi

Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi
Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,945. Indeks tersebut dapat
diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi
peraturan.

Iindikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan
Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,982. Indeks tersebut dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan

penyalahgunaan jabatan.

Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual
Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,982  Iindeks tersebut dapat
diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan

menjual pengarubh.
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indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi
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Biaya ini menunjukkan

bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam biaya.

indikaior Transaksi Rahasia
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi
Rahasia ini menunjukkan hasii pada index 3,945 indeks tersebut dapat diartikan

bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari transaksi rahasia.

ikator Biaya Tambahan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan
ini menunjukkan hasit pada index 3,964. indeks tersebui dapai diariikan bahwa

kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Biaya Tambahan.
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Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini
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kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari pemberian hadiah.

indikator Transparansi Pembayaran
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi
Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,564. indeks tersebut dapat

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini
menunjukkan hasii pada index 3,964. indeks iersebut dapai diartikan bahwa

kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.
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Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan
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bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.
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iNnggi berada pada ruang lingkup Penyaiahgunaan

Menjual Pengaruh”, dan "perbuatan curang".

0| 3 UnsurTertinggi

No.  Unsur
1 Apakah Galam memperoleh ayanan Pengadian secara cepat dan mudsh ada penyalahqunaan jabatan Gar petugas untuk meminta imbaln tetenty ?
2 Pemahkah dihubungioleh sesearang  karyaan Pengadian | yang akan memban dalam pengurusan surat/ berkas perkara ?

3 Agakah selaly mudah delam mendapatkan nfomasitentang arfbiaya baik melal webste aaupun petugas layanan & Pengadlan ?

2. Unsur Terendah Berdasarkan peniiaian masing-masing unsur

bala ke an
Japatain ",

EVALUASINILAY UNSUR

Niai

19

19

NI A §s

OFAN, unsur

paling rendah berada pada ruang lingkup " Manipulasi Peraturan ", " Transaksi

Rahasia ", dan " Hadiah ".

SUnsurTerendah 3 U Tengg

o Unsur
1 Agakahpfayann e pegas 6 Pengalan sesuprosedrGa eentuan yang b
L ok i Pengatianselal membayar et resnitana ada by bt

3 Ak merina bl salslkuangen ebayranang s sl rose pmbayan Pgacndlakuan? | Unok pelayann ang Gpungt s/ PAGP )
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pada Pengadilan Negeri Lahat memiliki indeks Persepsi Korupsi 3,88 atau
masuk pada Kaiegori BERSIH DARI RKORUPSI. indeks persepsi tersebut
merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki
indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,945.

Z. indikaior Penyaiahgunaan Jabaian, mendapat indeks 3,982.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,982.

4. indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,982.

5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,945.

6. indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,964.

7. indikator Hadiah, mendapat indeks 3,945.

8. indikator Transparansi Pembayarain, mendapat indeks 3,564
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,964.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap
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di Saiuan Kerja Pengadiian Negeii Lahat Triwulan |
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4%) atau masuk pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari
seputuh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah

memiiiki indeks paiing rendan dianiara indikator iainnya.



